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ABSTRAK 

 

 

Legal Memorandum ini membahas tentang keabsahan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal terhadp 31 orang pekerja PT.BRI Cabang Banjar pada Januari 2025 

berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia 

Internasional. Kasus ini mencakup dugaan PHK sepihak tanpa prosedur peringatan, 

pemblokiran rekening pekerja, pembayaran gaji yang tidak penuh, serta penundaan 

pesangon. Permasalahan utama yang dikaji adalah kesesuaian tindakan PT.BRI 

Banjar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen 

internasional seperti Universal Declaration of Human Rights,International 

Covenant on Economic Social and Cultural Rights, dan ILO CONVENTION 

No.158. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh 

penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun upaya pengumpulan data 

empiris melalui wawancara tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya 

tanggapan dari pihak BRI, analisis menunjukkan bahwa tindakan PHK tersebut 

berpotensi tidak memenuhi prosedur PHK yang diwajibkan oleh hukum 

ketenagakerjaan dan dapat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia 

mengenai perlakuan adil dan hak atas pekerjaan.Upaya yang dapat ditempuh 

pekerja meliputi perundingan bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja, serta 

pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk memperoleh 

pemenuhan hak secara hukum. 

Kata Kunci:PHK massal, PT BRI Banjar, Hak Asasi Manusia, Hukum 

Ketenagakerjaan 
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ABSTRACT 

 

 

This Legal Memorandum examines the legality of the mass termination of 

employment affecting 31 employees of PT BRI Banjar Branch in January 2025 

based on Indonesian labor law and the principles of International Human Rights 

Law. The case involves allegations of unilateral termination without prior warning 

procedures, blocking of employees’ bank accounts, incomplete salary payments, 

and delays in severance compensation. The main legal issue analyzed concerns 

whether the actions of PT BRI Banjar comply with national statutory regulations 

as well as international instruments, including the Universal Declaration of Human 

Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and 

ILO Convention No. 158.This study applies a normative legal research method 

using statutory and conceptual approaches, supported by an examination of 

primary and secondary legal materials. Empirical data collection through 

interviews could not be conducted due to the absence of response from the BRI 

party. The analysis indicates that the termination process potentially failed to 

comply with procedures required under labor law and may contradict human rights 

principles concerning fair treatment and the right to work. Legal remedies available 

to the affected workers include bipartite negotiations, mediation through the 

Manpower Office, and filing claims before the Industrial Relations Court to obtain 

legal fulfillment of their rights. 

Keywords: mass termination of employment, PT BRI Banjar, Human Rights, Labor 

Law 
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